
  
  
  

PERATURAN 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  :   11/M-IND/PER/3/2006 
  

TENTANG 
  

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI 
  

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 
  

Menimbang     :  a.   bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 44 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta dalam rangka
pendayagunaan produksi dalam negeri perlu dilakukan pengaturan penggunaan
produksi dalam negeri; 

b.      bahwa pengaturan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah diperlukan dalam rangka memberdayakan dan
menumbuhkan industri dalam negeri; 

c.      bahwa untuk memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam
negeri guna meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri perlu
diberikan penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi dan memberikan
manfaat ekonomi terhadap kepentingan perekonomian nasional; 

d.      bahwa besaran preferensi harga bagi pengadaan barang yang dibiayai oleh dana
dalam negeri belum ditetapkan; 

e.      bahwa untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan penggunaan produksi dalam 
negeri perlu disusun pedoman teknis penggunaan produksi dalam negeri; 

f.        bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d
dan e perlu dikeluarkan Peraturan Menteri. 

  
Mengingat       :  1.   Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3274); 

2.      Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4405);  

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406); 

5.      Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2005; 

6.      Keputusan Presiden R.I. Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia 
Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan Keputusan
Presiden R.I. Nomor 20/P Tahun 2005; 

7.      Peraturan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 62 Tahun 2005; 

8.      Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Departemen Perindustrian.  

  

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan :    PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
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PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1.         Industri adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang, melalui proses 
pengolahan bahan baku, proses pembuatan/perakitan barang dari bahan baku
atau komponen penyusunnya menyebabkan terjadi perubahan sifat, wujud, dan
atau fungsi dari suatu barang sehingga memiliki nilai kegunaan dan nilai ekonomi
yang lebih tinggi, termasuk kegiatan industri jasa keteknikan yang terkait erat
dengannya, dan industri teknologi informasi.  

2.            Produksi dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan
perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang
berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau
pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor.  

  

3.            Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besarnya komponen dalam
negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.  

4.            Komponen dalam negeri untuk barang adalah penggunaan bahan baku, rancang
bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi,
perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang dilaksanakan di dalam negeri. 

5.            Komponen dalam negeri untuk jasa adalah jasa yang dilakukan di dalam negeri
dengan menggunakan tenaga ahli dan perangkat lunak dari dalam negeri. 

6.            Komponen dalam negeri untuk gabungan barang dan jasa adalah penggunaan
bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur
manufaktur, fabrikasi, perakitan, penyelesaian pekerjaan serta jasa yang
dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan jasa tenaga ahli dan perangkat
lunak dari dalam negeri. 

7.            Manfaat perusahaan terhadap perekonomian nasional yang dinyatakan dengan
Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (Nilai BMP) adalah nilai penghargaan kepada
perusahaan  karena berinvestasi di Indonesia, memberdayakan Usaha Kecil
termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan
kerja dan lingkungan (OHSAS 18000/ISO 14000), memberdayakan lingkungan
(community development), serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual. 

8.            Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri adalah daftar barang/jasa 
produksi dalam negeri yang diterbitkan secara berkala  oleh Departemen
Perindustrian. 

9.         Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian atau normalisasi harga terhadap
harga penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa.  

10.       Harga Penawaran adalah nilai penawaran yang ditawarkan oleh penyedia
barang/jasa yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi. 

11.       Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah harga penawaran dimana unsur Preferensi
Harga telah diperhitungkan didalamnya. 

12.       Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan lebih lanjut oleh Pengguna
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barang/jasa kepada penyedia barang/jasa tentang TKDN yang dinyatakan sendiri (self 
assesment).  

13.       Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna barang/jasa atau 
Departemen Perindustrian untuk melakukan pencocokan Capaian TKDN yang
dinyatakan sendiri (self assesment)  oleh Penyedia barang/jasa dengan data-data 
yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha Penyedia barang/jasa. 

14.       Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pimpinan
proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/kontraktor kontrak
kerjasama/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit
kerja/proyek tertentu. 

15.       Kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna
anggaran daerah/pejabat yang disamakan adalah sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

16.       Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 
kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.  

Pasal 2 

(1)  Setiap pengadaan barang/jasa oleh Departemen,  Lembaga Non Departemen,
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Hukum Milik Negara
(BHMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan anak perusahaannya yang
dibiayai dengan dana dalam negeri atau dilakukan dengan pola kerjasama antara
pemerintah dengan badan usaha, wajib memaksimalkan penggunaan produksi
dalam negeri. 

(2)  Kewajiban memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi wajib menggunakan produksi dalam negeri apabila
didalam negeri sudah terdapat perusahaan yang memiliki barang/jasa dengan
penjumlahan TKDN dan Nilai BMP mencapai minimal 40% (empat puluh persen).  

(3)  Apabila didalam negeri sudah terdapat perusahaan yang memiliki barang/jasa
dengan penjumlahan TKDN dan Nilai BMP mencapai minimal 40% (empat puluh
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan pengadaan
barang/jasa hanya dapat diikuti oleh perusahaan dalam negeri yang memproduksi
barang/jasa. 

(4)  Perusahaan dalam negeri yang memproduksi barang/jasa, sebagaimana dimaksud
ayat (3) diberikan Preferensi Harga sesuai dengan Capaian TKDN masing-masing, 
tanpa memperhitungkan Nilai BMP. 

(5)  Apabila di dalam negeri belum terdapat produksi dalam negeri dengan 
penjumlahan TKDN dan Nilai BMP mencapai minimal 40% (empat puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat
diikuti oleh perusahaan penyedia barang/jasa dengan diberikan Preferensi Harga
kepada masing-masing perusahaan sesuai dengan Capaian TKDN produksi dalam
negeri yang dimiliki tanpa memperhitungkan Nilai BMP.  

(6)  Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) hanya diberikan
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kepada perusahaan yang memproduksi barang/jasa dalam negeri dengan TKDN lebih
besar atau sama dengan 25% (dua puluh  lima persen). 

(7)  Besaran Preferensi Harga yang diberikan kepada masing-masing perusahaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) adalah sebagai berikut :  

a.      pengadaan barang oleh Departemen, Lembaga Non Departemen, Pemerintah
Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, BHMN, KKKS, BUMN, BUMD dan anak
perusahaannya yang dibiayai dengan dana dalam negeri atau dilakukan dengan
pola kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha, setinggi-tingginya 30% 
(tiga puluh persen) di atas harga Cost Insurance and Freight (CIF) penawaran 
terendah barang impor, tidak termasuk bea masuk.  

b.      pekerjaan jasa pemborongan yang dikerjakan oleh penyedia jasa nasional,
setinggi-tingginya 7,5% (tujuh setengah persen) di atas harga penawaran
terendah dari penyedia jasa asing. 

Pasal 3 

(1)   Penjumlahan TKDN dan Nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan penjumlahan dari nilai
komponen dalam negeri  barang atau jasa atau gabungan barang dan jasa dengan
Nilai BMP. 

(2)   Nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan maksimum 15% (lima 
belas persen) dihitung berdasarkan pembobotan atas manfaat ekonomi yang
diberikan perusahaan bagi perekonomian nasional. 

(3)    Nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan bobot 
dalam pemberdayaan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan,
pemeliharaan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (OHSAS 18000/ISO
14000), pemberdayaan lingkungan (community development) serta fasilitas 
pelayanan purna jual. 

(4)   Perhitungan penentuan Nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
formatnya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini. 

Pasal 4 

(1)  Setiap pengadaan barang/jasa oleh Departemen,  Lembaga Non Departemen,
Pemerintah Daerah Provinsi,  Kabupaten/Kota, BHMN, BUMN, BUMD dan anak
perusahaannya yang dibiayai dengan dana pinjaman/hibah luar negeri wajib
mengikut sertakan Penyedia barang/jasa nasional dan memberikan Preferensi
Harga kepada perusahaan penyedia barang/jasa. 

(2)  Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara proporsional sesuai dengan Capaian TKDN barang/jasa yang dimiliki
perusahaan. 

(3)  Besaran Preferensi Harga yang diberikan kepada masing-masing perusahaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:  

a.      pengadaan barang dalam negeri yang dibiayai dengan dana pinjaman/hibah
luar negeri setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) di atas harga CIF
penawaran terendah barang impor, tidak termasuk bea masuk.  
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b.      pekerjaan jasa pemborongan yang dikerjakan oleh kontraktor nasional setinggi-
tingginya 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari
kontraktor asing. 

Pasal 5 

(1)   Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk barang dihitung berdasarkan 
perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri
terhadap harga barang jadi.  

(2)   Harga barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya 
produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. 

(3)   Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk bahan
(material) langsung, tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik. 

(4)   Format dan perhitungan TKDN barang suatu perusahaan dan contoh komponen-
komponen biaya dalam perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
dan III Peraturan Menteri ini. 

Pasal 6 

(1)   Tingkat Komponen Dalam Negeri jasa, dihitung berdasarkan perbandingan antara
harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga jasa
keseluruhan.  

(2)   Harga jasa keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya  
yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa. 

(3)   Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk
manajemen proyek dan perekayasaan, alat kerja/fasilitas kerja, konstruksi dan
fabrikasi serta jasa umum, tidak termasuk keuntungan dan overhead perusahaan. 

(4)   Format dan perhitungan TKDN jasa suatu perusahaan jasa dan contoh komponen-
komponen biaya dalam perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV dan V Peraturan Menteri ini. 

Pasal 7 

(1)   Tingkat Komponen Dalam Negeri gabungan barang dan jasa  dihitung berdasarkan 
perbandingan antara keseluruhan harga komponen dalam negeri barang ditambah 
keseluruhan harga jasa dalam negeri terhadap seluruh harga barang dan jasa.  

(2)   Harga keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan 
biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dalam negeri atau untuk
menghasilkan jasa dalam negeri atau penjumlahan biaya yang dikeluarkan untuk
menghasilkan barang dan jasa.  

(3)   Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk
bahan (material) langsung, peralatan, manajemen proyek dan perekayasaan, alat
kerja/fasilitas kerja, konstruksi dan fabrikasi serta jasa umum, tidak termasuk
keuntungan dan overhead perusahaan 

(4)   Format dan perhitungan TKDN gabungan barang dan jasa serta contoh 
komponen-komponen biaya dalam perhitungannya sebagaimana tercantum dalam
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Lampiran VI dan VII Peraturan Menteri ini. 

Pasal 8 

(1)   Penyedia barang menghitung dan menyatakan sendiri (self assesment) Capaian 
TKDN barang yang diproduksinya. 

(2)   Capaian TKDN barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 
setiap jenis barang yang diproduksi dengan bahan baku dan proses produksi yang
sama. 

(3)   Dalam menyatakan sendiri (self assesment) Capaian TKDN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggung
jawabkan baik yang berasal dari:  
a.      data yang dimiliki sendiri, atau 
b.      data dari industri barang/jasa (vendor). 

(4)   Apabila Penyedia barang dalam menyatakan sendiri Capaian TKDNnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempertanggung jawabkan data
pendukungnya secara benar, maka komponen yang diajukan dalam pernyataan
sendiri (self assesment) dinyatakan sebagai komponen luar negeri. 

(5)   Capaian TKDN hasil pernyataan sendiri (self assesment) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Departemen Perindustrian untuk
dilakukan verifikasi dan hasilnya dicantumkan pada Daftar Inventarisasi
Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri. 

(6)   Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) akan menjadi acuan bagi Penyedia barang/Pengguna barang dalam
pelaksanaan lelang. 

  

(7)   Tata cara menyatakan sendiri (self assesment) Capaian TKDN dan penyampaian 
kepada Departemen Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (5)
diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian. 

Pasal 9 

(1)   Penyedia barang/jasa pada saat mengikuti lelang mencantumkan Capaian TKDN 
dari barang/jasa atau Capaian TKDN gabungan barang dan jasa yang
ditawarkannya pada dokumen penawaran dengan cara menghitung dan
menyatakan sendiri (self assesment).  

(2)   Pernyataan sendiri (self assesment) Capaian TKDN barang/jasa atau TKDN 
gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
setiap lelang/kontrak. 

(3)   Capaian TKDN barang/jasa atau TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana 
dimaksud ayat (2) hanya berlaku pada setiap lelang/kontrak. 

(4)   Dalam menyatakan sendiri (self assesment) Capaian TKDN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggung
jawabkan baik yang berasal dari:  
a.      data yang dimiliki sendiri;  
b.      data yang dimiliki industri barang/jasa (vendor), atau 
c.      Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh

Departemen Perindustrian. 
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(5)   Apabila Penyedia barang/jasa dalam menyatakan sendiri Capaian TKDNnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mempertanggung jawabkan data
pendukungnya secara benar, maka komponen yang diajukan dalam pernyataan
sendiri (self assesment) dinyatakan sebagai komponen luar negeri. 

(6)   Capaian TKDN barang yang diacu dari Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi 
Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) oleh Penyedia
barang/jasa, dapat dijadikan dasar untuk pemberian Preferensi Harga. 

(7)   Apabila diperlukan Panitia Pengadaan barang/jasa dapat melakukan klarifikasi
terhadap kebenaran Capaian TKDN yang tercantum dalam Daftar Invenstarisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada Departemen Perindustrian
yang hasilnya dijadikan dasar untuk memberikan Preferensi Harga.  

Pasal 10 

(1)   Departemen Perindustrian atau Pengguna barang/jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (5) dan (6) dapat melakukan verifikasi atas kebenaran Capaian
TKDN yang dinyatakan sendiri (self assesment) oleh Penyedia barang/jasa. 

(2)   Dalam melakukan verifikasi, Departemen Perindustrian atau Pengguna 
barang/jasa dapat menggunakan Lembaga Survey Independen yang kompeten
dibidangnya yang dimiliki Pemerintah dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian. 

(3)   Biaya yang timbul atas pelaksanaan verifikasi dapat dibebankan kepada peminta 
verifikasi, kecuali dinyatakan lain dalam dokumen lelang.  

Pasal 11 

Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh
Departemen Perindustrian diperbaharui setiap awal tahun dan dievaluasi secara
periodik selambat-lambatnya setiap 2 (dua) tahun sekali.  

Pasal 12 

Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan atau disebarluaskan oleh Departemen
Perindustrian kepada Pengguna barang/jasa dan Penyedia barang/jasa atau yang
terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah atau pihak lain yang memerlukan. 

Pasal 13 

(1)  Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dan 
Pasal 4 ayat (3)  tidak mengubah harga penawaran dan hanya digunakan Panitia
Pengadaan barang/jasa untuk keperluan perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA). 

(2)  Contoh Perhitungan HEA dengan memasukan unsur TKDN dan Preferensi Harga 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada
Lampiran VIII Peraturan Menteri ini. 

(3)  Apabila dalam penawaran terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan Harga
Evaluasi Akhir (HEA) yang sama,  pemenang diberikan kepada penawar dengan
Capaian TKDN terbesar. 

Pasal 14 

Dalam proses pengadaan barang/jasa oleh Departemen, Lembaga Non Departemen,
Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, BHMN, KKKS, BUMN, BUMD dan anak
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perusahaannya yang dibiayai dengan dana dalam negeri atau dilakukan dengan pola
kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha, wajib mencantumkan persyaratan
penggunaan produksi dalam negeri mulai dari perencanaan sampai dengan
pelaksanaan, dengan mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi
Dalam Negeri. 

Pasal 15 

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri pada
masing-masing Departemen, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah 
Provinsi, Kabupaten/Kota, BHMN, KKKS, BUMN, BUMD dan anak perusahaannya
yang dibiayai dengan dana dalam  negeri atau dilakukan dengan pola kerjasama
antara pemerintah dengan badan usaha, dibentuk Tim yang bertugas melakukan
koordinasi, pengawasan dan evaluasi  pelaksanaan pedoman penggunaan
produksi dalam negeri di lingkungan instansi masing-masing.  

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan monitoring dan
penyaksian pada proses produksi maupun pelaksanaan penggunaan produksi
dalam negeri. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri/pimpinan
instansi masing-masing dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian.  

Pasal 16 

Pimpinan Departemen, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota, BHMN, KKKS, BUMN, BUMD dan anak perusahaannya yang
dibiayai dengan dana dalam negeri atau dilakukan dengan pola kerjasama antara
pemerintah dengan badan usaha dapat mensyaratkan TKDN yang lebih ketat dari
ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Menteri ini. 

Pasal 17 

Penyedia barang/jasa yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan
sanksi sebagai berikut : 

1.      Sanksi administrasi 
Sanksi administratif diberikan kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan
dalam bentuk peringatan tertulis dan bilamana terbukti dengan sengaja
memalsukan data komponen dalam negeri, maka penyedia barang/jasa yang
bersangkutan dikenakan sanksi antara lain dimasukan dalam daftar hitam (black 
list); 

2.      Sanksi finansial 
a.       Sanksi perubahan tingkat komponen dalam negeri tidak mengubah peringkat 

pemenang. 
Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan normalisasi harga yang
dimenangkan dengan normalisasi harga atas tingkat komponen dalam negeri
yang sebenarnya. 
Contoh perhitungan besarnya sanksi yang dikenakan sebagaimana tercantum
pada Lampiran IX Peraturan  Menteri ini. 

b.       Sanksi perubahan tingkat komponen dalam negeri yang mengubah peringkat
pemenang. 
Besarnya sanksi adalah selisih nilai penawaran yang dimenangkan dengan
penawaran terbaik yang dikalahkan ditambah selisih perhitungan normalisasi
harga yang dimenangkan dengan normalisasi harga atas tingkat komponen
dalam negeri yang sebenarnya. 
Contoh perhitungan besarnya sanksi yang dikenakan sebagaimana tercantum
pada Lampiran X Peraturan Menteri ini. 

Pasal 18 
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Pengguna barang/jasa yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 19 

Hal-hal teknis operasional yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur
lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian. 

Pasal 20 

Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang telah ada saat ini baik
yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian atau Instansi terkait lainnya tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. 

Pasal 21 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

  
  

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal    14 Maret 2006      
  
MENTERI PERINDUSTRIAN R.I. 
  
  
               FAHMI IDRIS 

  
 
 

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN R.I. 
NOMOR         : 11/M-IND/PER/3/2006 

TANGGAL         :  14 Maret 2006 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
DAFTAR LAMPIRAN 

  
  

1.   LAMPIRAN   I             :  Perhitungan Penentuan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (Nilai BMP) dan Formatnya. 
  
2.   LAMPIRAN  II             :  Format dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang.  
  
3.   LAMPIRAN  III            :  Contoh  Komponen-komponen Biaya Dalam Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri 

(TKDN) Barang. 
  
4.   LAMPIRAN  IV            :  Format dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa. 
  
5.   LAMPIRAN  V            :  Contoh Komponen-komponen Biaya Dalam Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

(TKDN) Jasa. 
  
6.   LAMPIRAN   VI           :  Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Gabungan Barang dan Jasa.  
  
7.   LAMPIRAN  VII           :  Contoh Komponen-komponen Biaya Dalam Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

(TKDN) Gabungan Barang dan Jasa.  
  
8.   LAMPIRAN  VIII          :  Contoh Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) Dengan Preferensi Harga. 
  
9.   LAMPIRAN  IX            :  Contoh Perhitungan Sanksi Finansial. 
  
10.  LAMPIRAN  X             :  Contoh Perhitungan Sanksi Perubahan Tingkat Componen Dalam Negeri. 
  
  

                                           
  

MENTERI PERINDUSTRIAN R.I. 
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FAHMI IDRIS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

Lampiran I  Peraturan Menteri Perindustrian R.I 
                                                               Nomor :   11/M-IND/PER/3/2006 
           
             

PERHITUNGAN PENENTUAN NILAI BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (NILAI BMP) DAN 
FORMATNYA 

              

NO 
FAKTOR 

PENENTUAN 
BOBOT 

PERUSAHAAN 
KRITERIA Nilai BOBOT MAKSIMUM NILAI BMP MAKSIMUM 

(%) 

I Pemberdayaan 
Usaha Kecil 
termasuk 
Koperasi Kecil 
melalui 
kemitraan. 

- s/d Rp 1 Milyar 5% 

30% 4,50% - Setiap Kelipatan Rp 1 Milyar 5% 

II OHSAS 
18000/ISO 
14000 Series  

- Tidak Ada 0% 
20% 3,00% - Ada 20% 

III Pemberdayaan 
Lingkungan 
(Community  
Development) 

- Investasi s/d Rp 2 Milyar 3% 
30% 4,50% - Setiap kelipatan Rp 2 Milyar 3% 

IV Fasilitas 
Pelayanan 
Purna Jual 

- Investasi s/d Rp 1 Milyar 5% 
20% 3,00% - Setiap kelipatan Rp 1 Milyar 5% 

      
    

100% 15,00% 
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